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 Persoalan Sungai Ciliwung berupa pencemaran, sampah, perubahan penggunaan 

lahan, dan banjir merupakan persoalan ekologis sekaligus persoalan 

kewarganegaraan karena dampaknya menyentuh ruang hidup bersama. Konsep 

utama yang digunakan ialah ecological citizenship. Penelitian bertujuan 

menganalisis GCB sebagai jejaring kewarganegaraan ekologis, mengidentifikasi 

bentuk praktik ekologis sehari-hari, dan menjelaskan pelembagaan gerakan pada 

relasi top-down dan bottom-up. Penelitian menggunakan paradigma interpretif, 

pendekatan kualitatif, dan studi kasus tunggal. Data diperoleh melalui studi 

pustaka, observasi, dan wawancara semi-terstruktur terhadap 13 informan yang 

dipilih secara purposive dan dikembangkan melalui snowball sampling. Analisis 

menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña serta triangulasi 

sumber dan teknik. Hasil menunjukkan bahwa kewarganegaraan ekologis hadir 

melalui kebiasaan pendidikan lingkungan, pengelolaan sampah, konservasi, seni-

budaya, ekowisata, dan mitigasi banjir. Pelembagaan berlangsung melalui lima 

tahap dan menghasilkan jaringan kewargaan ekologis berbasis komunitas. 

Temuan merumuskan ecological citizenship sebagai praktik sosial sehari-hari. 
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 Gerakan Ciliwung Bersih (GCB) as a Social Practice of Ecological 

Citizenship. Pollution, waste, land-use change, and flooding in the Ciliwung 

River are ecological problems as well as citizenship problems because their 

consequences affect shared living spaces. The main concept used is ecological 

citizenship. The study aims to analyze GCB as an ecological citizenship network, 

identify forms of everyday ecological practices, and explain the 

institutionalization of the movement through top-down and bottom-up relations. 

The study employs an interpretive paradigm, qualitative approach, and single-

case study. Data were collected through literature review, observation, and 

semi-structured interviews with 13 informants selected purposively and 

developed through snowball sampling. Data were analyzed using the interactive 

model of Miles, Huberman, and Saldaña, supported by source and technique 

triangulation. The findings show that ecological citizenship is practiced through 

environmental education, waste management, conservation, arts and culture, 

ecotourism, and flood mitigation. Institutionalization developed through five 

stages and produced a community-based ecological citizenship network. The 

findings conceptualize ecological citizenship as an everyday social practice. 
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Pendahuluan 

Persoalan lingkungan merupakan persoalan sosial sekaligus persoalan kewarganegaraan karena 

kerusakan ekologis memengaruhi kesehatan, keselamatan, penghidupan, serta ruang hidup warga. Civic 

engagement membantu menjelaskan keterlibatan warga dalam persoalan bersama (Adler & Goggin, 

2005), sedangkan sosiologi kewarganegaraan melihat kewarganegaraan sebagai praktik yang dibentuk 

melalui tindakan, relasi sosial, dan klaim atas kepentingan publik (Westheimer & Kahne, 2004; Isin, 

2008). Namun, persoalan ekologis membutuhkan pembacaan yang lebih khusus karena dampak 

tindakan seseorang dapat melampaui batas rumah, komunitas, wilayah administratif, bahkan generasi. 

Konsep ecological citizenship dari Dobson (2003) memberi landasan bagi pembacaan tersebut. 

Kewarganegaraan ekologis berangkat dari kewajiban, bukan hak semata; kewajiban itu dapat bersifat 

non-resiprokal karena seseorang bertanggung jawab atas dampak ekologis tindakannya terhadap orang 

lain yang tidak selalu dapat memberi balasan. Ruang politiknya tidak berhenti pada negara atau kota, 

tetapi mengikuti ecological footprint, sedangkan ranah privat dan publik sama-sama menjadi ruang 

tindakan warga. Kerangka tersebut menggeser pertanyaan dari 'apa yang diperoleh warga?' menjadi 

'dampak apa yang ditimbulkan tindakan warga dan tanggung jawab apa yang mengikuti dampak 

tersebut?' (Dobson, 2003, 2006). Jagers (2009) menunjukkan bahwa kewarganegaraan ekologis perlu 

dibaca melalui kesediaan bertindak, sedangkan Schlosberg (2007) menghubungkan keadilan ekologis 

pada distribusi risiko, pengakuan, kemampuan, dan partisipasi. 

Sungai Ciliwung merupakan konteks penting bagi pembacaan hubungan lingkungan dan 

kewarganegaraan. Sungai sepanjang sekitar 120 km dan DAS sekitar 387 km² melintasi Bogor, Depok, 

dan Jakarta. Perubahan penggunaan lahan, pertumbuhan permukiman, aktivitas ekonomi, pencemaran, 

sampah, erosi, longsor, serta banjir memberi tekanan pada ekosistem DAS Ciliwung (Indiarto, 2000; 

KLH, 2012; Savitri, 2024). Puspitasari et al. (2016) menemukan persoalan kualitas air Ciliwung, 

sedangkan Pratama dan Constantine (2023) menunjukkan hubungan perubahan penggunaan lahan dan 

kontaminasi organik. Cordova et al. (2024) juga menemukan persoalan sampah makro pada bantaran 

sungai. Kondisi tersebut membuat pelestarian Ciliwung menjadi persoalan publik dan lintas komunitas 

yang melampaui batas administratif (Mohammad & Dhestyana, 2022). 

Karakter lintas wilayah tersebut membuat Ciliwung menjadi arena perjumpaan antara 

kewarganegaraan lokal dan persoalan ekologis lintas ruang. Clegg et al. (2023) menunjukkan persoalan 

koordinasi tata kelola banjir karena kewenangan tersebar pada beberapa unit pemerintahan, sementara 

persoalan ekologis berlangsung pada satu kesatuan DAS. Alfian dan Vitaloka (2018) juga menunjukkan 

kebutuhan kerja sama antarwilayah dalam pengelolaan sumber daya air Ciliwung. Dalam kondisi 

semacam itu, ecological citizenship tidak cukup dipahami sebagai kepatuhan terhadap kebijakan. Ia 

hadir ketika warga menghubungkan kebiasaan sehari-hari, tanggung jawab terhadap ruang bersama, 

tindakan kolektif, dan kepedulian terhadap warga yang berada di segmen sungai lain. 

Gerakan Ciliwung Bersih (GCB) menyediakan konteks empiris dalam melihat persoalan tersebut. 

GCB berdiri pada 1989 melalui keterlibatan pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, organisasi 

masyarakat, komunitas peduli lingkungan, dan pihak lain yang memiliki kepedulian terhadap Ciliwung 

(Moerpratomo, 2022). Dalam perkembangannya, GCB menjadi rumah bersama bagi 36 Komunitas 

Peduli Ciliwung (KPC) dari kawasan hulu hingga hilir.  Kegiatan KPC berlangsung pada segmen sungai 

yang berbeda, sementara GCB menghubungkan kegiatan melalui jaringan. Posisi tersebut penting bagi 

studi kewarganegaraan karena memperlihatkan hubungan antara tindakan lokal dan kepentingan 

ekologis yang lebih luas. 

Penelitian terdahulu telah membahas gerakan penyelamatan sungai, komunitas, komunikasi 

lingkungan, partisipasi, dan jejaring stakeholder di Ciliwung (Ramandhana, 2012; Maring et al., 2015; 

Rahmawati, 2019; Ramadhani, 2021; Hidayaturahmi et al., 2023, 2024). Kajian tersebut memberi dasar 

empiris mengenai aktor dan bentuk gerakan, tetapi belum banyak menjelaskan bagaimana tindakan 

ekologis sehari-hari diproduksi sebagai praktik kewarganegaraan, bagaimana tanggung jawab ekologis 
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bergerak dari ranah privat menuju ruang publik, serta bagaimana praktik tersebut menjadi kelembagaan 

melalui jejaring lintas hulu, tengah, dan hilir. 

Atas dasar celah tersebut, penelitian ini menggunakan ecological citizenship sebagai kerangka 

utama, civic engagement sebagai konsep pendukung, dan teori gerakan sosial serta collaborative 

governance untuk membaca tindakan kolektif dan hubungan antaraktor (Dobson, 2003; Adler & 

Goggin, 2005; Della Porta & Diani, 2006; Triwibowo & Sujatmiko, 2006; Ansell & Gash, 2008; 

Emerson et al., 2012). Penelitian juga menggunakan gagasan acts of citizenship untuk melihat tindakan 

warga sebagai praktik yang membentuk posisi kewargaan melalui tindakan nyata (Isin, 2008). 

Penelitian bertujuan: (1) menganalisis GCB sebagai arena kewarganegaraan ekologis berbasis jejaring; 

(2) mengidentifikasi dimensi praktik kewarganegaraan ekologis dalam kehidupan sehari-hari, terutama 

etika ekologis, tindakan kolektif, dan transformasi ruang hidup; serta (3) menjelaskan proses 

pelembagaan GCB melalui hubungan top-down dan bottom-up, termasuk cara jejaring komunitas 

merespons perbedaan kondisi hulu, tengah, dan hilir. Secara teoretis, penelitian ini mengusulkan bahwa 

ecological citizenship pada konteks lokal Indonesia dapat dibaca sebagai praktik sosial sehari-hari yang 

menghubungkan tanggung jawab ekologis, tindakan kolektif, dan perubahan ruang hidup. 

Metode 

Penelitian ini menggunakan paradigma interpretif pendekatan kualitatif, dan studi kasus tunggal 

(Denzin & Lincoln, 2005; Creswell, 2007; Yin, 2013; Patton, 2015). Penelitian dilakukan di Sekretariat 

Gerakan Ciliwung Bersih (GCB), Jl. Penjernihan, Karet Tengsin, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta 

Pusat, dengan unit analisis gerakan komunitas GCB. Informan berjumlah 13 orang yang terdiri atas 

Ketua Umum dan pengurus GCB, anggota Komunitas Peduli Ciliwung (KPC), relawan, aktivis 

lingkungan, serta tokoh masyarakat yang dipilih secara purposive dan dikembangkan melalui snowball 

sampling. Data dikumpulkan melalui studi pustaka, observasi, wawancara semi-terstruktur, serta telaah 

dokumen organisasi dan catatan kegiatan. Wawancara berfokus pada sejarah GCB, praktik ekologis 

sehari-hari, pembagian peran, hubungan antar-KPC, relasi warga dan pemerintah, tindakan kolektif, 

perubahan ruang hidup, serta proses pelembagaan. Analisis data menggunakan model interaktif Miles, 

Huberman, dan Saldaña (2020) melalui pengumpulan, kondensasi, penyajian data, serta penarikan dan 

verifikasi kesimpulan. Keabsahan data diperiksa melalui triangulasi sumber dan teknik, sedangkan 

refleksivitas peneliti dilakukan melalui pemeriksaan catatan lapangan, perbandingan antarsumber, dan 

diskusi interpretasi untuk mengurangi pembacaan sepihak. 

Hasil dan Pembahasan 

Sungai Ciliwung sepanjang sekitar 120 km merupakan ruang ekologis sekaligus ruang sosial 

yang menghubungkan wilayah hulu, tengah, dan hilir, dari Bogor hingga Jakarta (Wasis & Erizal, 2013). 

Tekanan berupa pencemaran, sampah, perubahan penggunaan lahan, pertumbuhan permukiman, dan 

aktivitas ekonomi menjadikan sungai tidak berhenti pada kualitas air. Pratama dan Constantine (2023) 

menemukan hubungan antara perubahan penggunaan lahan dan kontaminasi organik di Ciliwung, 

sedangkan Cordova et al. (2024) menunjukkan persoalan sampah makro pada bantaran Sungai, bahkan 

memperkirakan sekitar 4,95–18,82 ton sampah berpotensi terbawa dari bantaran Ciliwung menuju laut. 

Temuan tersebut memberi dasar untuk membaca tindakan warga sebagai persoalan kewarganegaraan: 

pilihan pengelolaan sampah, penggunaan ruang, dan respons terhadap risiko sungai memiliki 

konsekuensi bagi warga lain serta ekosistem yang berada di luar lokasi tindakan. 

Persoalan tersebut berhadapan pada batas administratif. Clegg et al. (2023) menunjukkan 

persoalan koordinasi dalam tata kelola banjir Ciliwung karena kewenangan tersebar pada berbagai unit 

administrasi pemerintahan, sedangkan persoalan ekologis berlangsung pada satu kesatuan ekosistem 

DAS. Alfian dan Vitaloka (2018) juga menunjukkan kebutuhan kerja sama antarwilayah dalam 

pengelolaan sumber daya air Ciliwung sebab kepentingan administratif dan kepentingan ekologis tidak 
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selalu berada pada ruang yang sama. Kondisi tersebut memperlihatkan jarak antara ruang administrasi 

dan ruang ekologis. Dalam perspektif Dobson (2003), kewarganegaraan ekologis bekerja pada ruang 

dampak, bukan semata ruang administratif. GCB menjadi menarik karena jejaringnya bergerak 

mengikuti ruang sosial sungai sekaligus menghubungkan aktor yang bekerja pada batas wilayah 

berbeda. 

GCB berdiri pada 1989 atas prakarsa unsur pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, organisasi 

masyarakat, komunitas peduli lingkungan, dan pihak lain yang memiliki kepedulian terhadap Ciliwung. 

Sejak awal, GCB berperan sebagai fasilitator, koordinator, pembina, pembimbing, dan penghubung 

berbagai pihak yang berkepentingan terhadap kelestarian Ciliwung (Moerpratomo, 2022). Peran 

tersebut berkembang menjadi rumah bersama bagi 36 Komunitas Peduli Ciliwung (KPC). Temuan ini 

memperlihatkan dua sumber pembentukan kewarganegaraan ekologis yakni prakarsa kelembagaan dari 

atas yang menyediakan ruang organisasi dan tindakan komunitas dari bawah yang mengisi ruang 

tersebut melalui praktik sehari-hari. Oleh karena itu, GCB lebih tepat dipahami sebagai arena 

pembentukan kewarganegaraan ekologis daripada sekadar organisasi pelaksana program. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Gedung Sekretariat GCB (Nampak Depan dan Belakang) 

 

Perjalanan GCB memperlihatkan perubahan dari organisasi lintas sektor menuju jaringan 

komunitas. Revitalisasi pada 2012 kemudian diarahkan pada penyatuan berbagai upaya pelestarian 

Ciliwung yang sebelumnya berjalan secara terpisah. GCB memosisikan diri sebagai rumah bersama 

bagi komunitas peduli Ciliwung, sehingga identitas gerakan tidak bergantung pada satu kelompok atau 

satu wilayah melainkan praktik berulang yang menghubungkan kepedulian, tanggung jawab, dan 

kepentingan publik. Dari sudut padang sosiologi kewarganegaraan, perubahan tersebut penting karena 

ruang partisipasi bergeser dari kepedulian individual menuju keterlibatan kolektif yang memiliki tujuan 

publik dan agenda bersama. 

Keberadaan 36 KPC yang tersebar dari hulu hingga hilir memperlihatkan bentuk 

kewarganegaraan yang berakar pada ruang lokal. Komunitas tersebut memiliki segmen, kegiatan, 

bentuk aksi, dan karakter sosial masing-masing, tetapi bertemu pada kepentingan menjaga Ciliwung. 

Daftar tersebut antara lain Komunitas Ciliwung Puncak, Kelompok Tani Cijulang Asri, Komunitas 

Peduli Ciliwung Bogor, Komunitas Ciliwung Depok, Ciliwung Institute, Komunitas Ciliwung Lenteng 

Agung, Komunitas Ciliwung Condet, Sahabat Ciliwung, Mat Peci, Jawara Peci, KPC Rawajati, Jakarta 

Green Monster, serta berbagai kelompok lainnya (Hidayaturahmi et al., 2024 dan wawancara dengan 

Eko Feriyanto, Pengurus GCB dan Ketua Arya Giri). Keragaman tersebut penting karena ecological 

citizenship tidak menuntut satu bentuk perilaku. Akan tetapi, yang menjadi dasar adalah orientasi 

tanggung jawab terhadap dampak ekologis dan kehidupan bersama. Dalam istilah Dobson (2003), ruang 

kewargaan ditentukan oleh hubungan ekologis, bukan hanya batas wilayah. 

GCB tidak menjadi pelaksana tunggal seluruh kegiatan. GCB berfungsi sebagai simpul 

penghubung, sedangkan KPC menjalankan aksi sesuai kondisi segmen masing-masing. Maring et al. 



   

 

 

425 
 

 

De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, 5 (12) 2025  Hal 421 – 432 

Gerakan Ciliwung Bersih sebagai Praktik Sosial Kewarganegaraan Ekologis 

Ahmad Tarmiji Alkhudri 1 , Prima Yustitia Nurul Islami 2 , Suyuti 3  

 

 

 

https://journal.actual-insight.com/index.php/decive DOI : 

(2015) menunjukkan pentingnya relasi sosial, identitas kelompok, dan hubungan lokal pada komunitas 

bantaran Ciliwung. Temuan GCB memperlihatkan hubungan serupa, tetapi bergerak pada skala lebih 

luas: identitas lokal tetap dipertahankan, sementara agenda ekologis dirajut menjadi kepentingan 

bersama. Pola tersebut memperlihatkan bentuk kewarganegaraan ekologis yang bersifat berjejaring. 

Afiliasi GCB memperluas jejaring dan ruang perjumpaan antara komunitas, pemerintah, 

perguruan tinggi, dan dunia usaha. Hubungan tersebut menjadi sumber pengetahuan, fasilitas, 

pendampingan, dan dukungan kegiatan. Namun, keluasan jejaring tidak dengan sendirinya berarti 

kesetaraan partisipasi. Persoalan distribusi sumber daya dan pengetahuan tetap perlu dibaca sebagai 

bagian dari kualitas kewarganegaraan ekologis (Ishihara & Pascual, 2009; Puspita, Suharjito, & 

Supriyanto, 2024). 

Afiliasi tersebut memperlihatkan bahwa GCB berada di antara dua arah pembentukan gerakan. 

Pemerintah, perguruan tinggi, dan dunia usaha menyediakan sumber daya serta ruang kelembagaan, 

sedangkan KPC membawa pengetahuan lokal dan pengalaman lapangan. Hubungan itu dapat menjadi 

kolaborasi ketika pengetahuan lokal memperoleh posisi dalam pengambilan keputusan. Sebaliknya, jika 

sumber daya hanya bergerak satu arah, hubungan warga–lembaga dapat kembali menjadi pola top-

down. Karena itu, civic engagement dalam GCB perlu dibaca sebagai relasi yang terus dinegosiasikan 

antara sumber daya institusional dan otonomi komunitas. 

Tabel 1. Afiliasi Komunitas GCB 

No Instansi Pemerintah Perusahaan Perguruan Tinggi 

1. Kementerian Lingkungan Hidup  PAM Jaya Universitas UI  

2. Kementerian Pekerjaan Umum dan 

Perumahan Rakyat 

PT. PLN (Persero) IPB University 

3. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta  PT Indonesia Power Universitas Bakrie 

4. Pemerintah Provinsi Jawa Barat PT Indofood Sukses Makmur 

Tbk  

Institut Teknologi 

PLN 

5. Direktorat Jenderal Sumber Daya Air 

Kementerian PUPR 

Startup comestoarra.com – 

bidang supply-value 

chain energi baru dan 

terbarukan 

Universitas 

Gunadarma 

6. Direktorat Jenderal Pengendalian 

Pencemaran dan Kerusakan 

Lingkungan Kementerian LHK 

PT.K Line Indonesia  Universitas 

Muhammadiyah 

Jakarta 

7. Bappeda DKI Jakarta PT. Mayora Universitas Negeri 

Jakarta 

8. Badan Air Dinas Lingkungan Hidup, 

DKI Jakarta 

PT. Palyja Binus University 

9. Dinas Lingkungan Hidup DKI 

Jakarta 

PT. Aetra  

10. Dinas Pariwisata dan Ekonomi 

Kreatif DKI Jakarta 

Indonesia Global Compact 

Network (IGCN) 

 

11. Dinas Kesehatan DKI Jakarta BNI 46   

Program GCB dapat dibaca sebagai praktik etika ekologis ketika tindakan warga diarahkan pada 

pengurangan dampak ekologis dan perlindungan ruang hidup bersama. GCB Ciliwung Center, 

pendekatan seni-budaya, budidaya tanaman, pengelolaan sampah, serta sekolah Sungai, konservasi, dan 

mitigasi banjir, bukan sekadar daftar kegiatan. Nilai analitisnya terletak pada perubahan hubungan 

warga terhadap sungai, di mana sungai dipahami sebagai ruang yang memiliki konsekuensi sosial bagi 

warga lain. Dalam kerangka Dobson (2003), praktik tersebut memperlihatkan pergeseran dari hak atas 

lingkungan menuju tanggung jawab atas dampak tindakan. 
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Gambar 2. Galeri Ciliwung di Kantor GCB 

Pertama, GCB Ciliwung Center. Pusat tersebut berfungsi sebagai bentuk environmental learning 

space bagi masyarakat. Ruang belajar yang mencakup sejarah sungai, pengelolaan sampah, susur 

sungai, hidroponik, budidaya, fauna, dan budaya masyarakat Ciliwung. Pembelajaran tersebut 

memperlihatkan bahwa pengetahuan ekologis dibentuk melalui pengalaman sosial. Warga tidak 

ditempatkan sebagai penerima informasi, tetapi sebagai pelaku yang menghubungkan pengetahuan 

sungai pada kebiasaan dan tindakan. Posisi ini sejalan pada gagasan ecological citizenship sebagai 

praktik yang berangkat dari kehidupan sehari-hari (Dobson, 2003; Jagers, 2009). 

Kedua, pendekatan seni dan budaya bekerja sebagai bentuk kewarganegaraan ekologis. Seminar 

lingkungan, festival Ciliwung, Gerbang Biru Ciliwung, bazar UMKM, dan mural membawa persoalan 

sungai ke ruang sosial dan perjumpaan sehari-hari. Seni budaya tidak sekadar menjadi media 

penyampaian pesan, tetapi menjadi cara warga membangun hubungan simbolik dan emosional terhadap 

sungai. Melalui ruang tersebut, isu ekologis hadir sebagai bagian dari pengalaman kewargaan, bukan 

sebagai isu teknis yang hanya dibahas oleh lembaga lingkungan. 

 

 
Gambar 3. Mural Sungai Ciliwung sebagai Bentuk Gerakan Komunitas GCB 

 

Ketiga, program budidaya tanaman di bantaran Ciliwung menunjukkan memperlihatkan etika 

ekologis melalui pengelolaan ruang bersama. Kelompok Tani Mandiri Indah Tani Petamburan 

mengelola lahan yang semula sekitar 3.500 m² dan kemudian tersisa sekitar 1.000 m². Berbagai tanaman 

hortikultura, bonsai, dan tanaman lain dikembangkan sebagai kegiatan produktif sekaligus kegiatan 

lingkungan. Informan memandang lahan tersebut sebagai milik bersama dan menggunakannya bagi 

kegiatan yang memiliki nilai guna. Temuan tersebut memperlihatkan tanggung jawab ekologis 

berlangsung melalui kerja rutin, penggunaan ruang, dan keputusan sehari-hari, bukan hanya melalui 

kegiatan kampanye. 
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Gambar 4. Pelestarian Alam dengan Budidaya Tanaman dan Hidroponik di GCB 

 

Praktik budidaya tanaman memperlihatkan hubungan antara kewarganegaraan ekologis dan 

pengelolaan sumber daya bersama. Ruang hijau, budidaya tanaman, produk tanaman, dan aktivitas 

ekonomi lokal menjadi bagian dari hubungan sosial masyarakat terhadap bantaran sungai. Ostrom 

(1990) menunjukkan pentingnya pada aturan, kepatuhan, hubungan sosial, dan pembagian tanggung 

jawab dalam pengelolaan sumber daya bersama. Dalam konteks GCB, tindakan tersebut menjadi bentuk 

kewarganegaraan karena warga mengambil tanggung jawab langsung atas ruang yang dipakai bersama. 

Keempat, pengelolaan limbah sampah DAS Ciliwung memperlihatkan dimensi tindakan kolektif 

ekologis. GCB, PLN, Indonesia Power, dan masyarakat sekitar terlibat dalam pengumpulan sampah, 

pengolahan, pendidikan lingkungan, dan pengembangan Bank Sampah. Sampah diolah menjadi pot 

tanaman, paving block, briket, dan ecoprint. Pembagian peran tersebut memperlihatkan bahwa 

tanggung jawab ekologis dapat bergerak dari tindakan rumah tangga menuju kerja bersama. Pada titik 

tersebut, ecological citizenship bertemu civic engagement, di mana kewajiban individual memperoleh 

bentuk sosial melalui organisasi dan kerja kolektif. 

Pada tingkat sehari-hari, pemilahan, pengeringan, pengolahan, dan penggunaan kembali sampah 

menjadi tindakan kewarganegaraan. Ecoprint, misalnya, menghubungkan pemanfaatan bahan alam 

pada kegiatan produktif. Nilai kewargaan terletak pada perubahan hubungan terhadap sampah, dari 

benda yang dibuang menjadi persoalan yang harus dipertanggungjawabkan. Temuan ini 

memperlihatkan alasan ecological citizenship tidak dapat dipisahkan dari ranah privat. Tindakan sehari-

hari memiliki konsekuensi publik ketika sampah berakhir di sungai atau ketika pengelolaannya 

mengurangi beban lingkungan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Beberapa Hasil dari Pengolah Sampah di GCB 
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Temuan lapangan juga menunjukkan perubahan perilaku masyarakat. Informan menyatakan 

bahwa sebagian masyarakat yang sebelumnya membuang sampah langsung ke sungai mulai 

menyerahkan sampah kepada GCB. Temuan ini belum dapat dibaca sebagai perubahan seluruh 

masyarakat Ciliwung, tetapi menunjukkan adanya pergeseran pada praktik sebagian warga. Dalam 

kerangka Dobson (2003), pergeseran tersebut penting karena tanggung jawab ekologis hadir melalui 

tindakan yang tidak selalu menghasilkan manfaat langsung bagi pelaku.  

Kelima, sekolah sungai, konservasi, dan mitigasi banjir memperluas tindakan kolektif dari 

pengelolaan sampah menuju perlindungan keselamatan bersama. Program Sekolah Sungai diarahkan 

kepada siswa sekolah dasar, sekolah menengah, dan masyarakat, berisi pengetahuan sungai, kepedulian 

lingkungan, serta keterlibatan warga. Pendidikan tersebut memberi ruang bagi proses belajar 

kewarganegaraan ekologis berbasis pengalaman karena peserta berhadapan langsung pada persoalan 

sungai dan kebutuhan tindakan bersama. 

Program Sekolah Sungai juga berkaitan pada risiko banjir yang memperlihatkan hubungan antara 

posisi ekologis dan kewarganegaraan. Paramitha et al. (2020) menunjukkan hubungan pertumbuhan 

penduduk, kepadatan permukiman, berkurangnya ruang terbuka hijau, dan pembangunan sepanjang 

DAS terhadap risiko banjir Ciliwung. Dalam konteks GCB, pengetahuan risiko diterjemahkan menjadi 

kesiapsiagaan. Warga belajar mengenali kondisi sungai, memahami risiko, dan mengambil bagian 

dalam tindakan bersama. Kewarganegaraan ekologis pada titik ini berkaitan pada tanggung jawab 

terhadap keselamatan warga lain, termasuk warga yang tidak hadir dalam kegiatan komunitas. 

GCB juga terlibat dalam evakuasi banjir, menyediakan perahu dan mesin penyedot air, serta 

melakukan kegiatan konservasi. Konservasi flora diarahkan pada tanaman seperti sengon dan bambu, 

sedangkan konservasi fauna berkaitan pada biota asli Ciliwung. Program Tas Siaga disiapkan bagi 

kebutuhan warga saat bencana. Kegiatan tersebut menunjukkan bentuk kewarganegaraan partisipatif 

yang hadir melalui kesiapsiagaan, kerja sukarela, dan tanggung jawab terhadap keselamatan warga lain.  

Ekowisata dan eduwisata menjadi ruang lain bagi tindakan kolektif. GCB memiliki tiga paket 

wisata, yaitu Bogor-Depok, Depok-Lenteng Agung, dan Manggarai-Petamburan. Paket Bogor-Depok 

dan Depok-Lenteng Agung diarahkan pada pengalaman konservasi, sedangkan kawasan Manggarai-

Petamburan lebih diarahkan pada edukasi pengolahan sampah. Kegiatan tersebut menghubungkan 

pengetahuan lingkungan, pengalaman warga, ekonomi lokal, dan komunikasi publik melalui media 

digital (Anindhita et al., 2022). 

 

 
Gambar 6. Peluncuran Sekolah Sungai di GCB 
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Tahapan Pelembagaan Komunitas GCB

Rangkaian temuan menunjukkan tiga ciri utama everyday ecological citizenship di GCB. 

Pertama, etika ekologis hadir melalui perubahan kebiasaan dan cara warga memandang sungai. Kedua, 

tindakan kolektif terbentuk melalui jaringan KPC, pendidikan, pengelolaan sampah, konservasi, dan 

kesiapsiagaan. Ketiga, tindakan tersebut mengubah penggunaan ruang dan hubungan sosial pada 

bantaran sungai. Dengan demikian, GCB tidak tepat dibaca sebagai kumpulan program. Ia merupakan 

arena tempat tindakan sehari-hari memperoleh bentuk kolektif dan orientasi publik. 

Pelembagaan GCB merepresentasikan praktik sosial kewarganegaraan ekologis. Hasil penelitian 

mengidentifikasi lima tahap, yaitu pendirian pada 1989, konsolidasi awal 1990–2011, revitalisasi 

kelembagaan 2012–2017, pembangunan kolaborasi bersama KPC pada 2018–2020, serta penguatan 

kolaborasi dan inovasi kelembagaan sejak 2021 hingga sekarang. Lima tahap tersebut menunjukkan 

praktik ekologis menjadi lebih bertahan ketika memperoleh ruang organisasi, jaringan komunitas, 

praktik berulang, serta hubungan lintas sektor. Proses ini juga memperlihatkan pertemuan antara pola 

top-down dan bottom-up. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6. Pelembagaan Komunitas GCB 

 

Tahap pendirian memperlihatkan masuknya isu ekologis ke dalam ruang kelembagaan. GCB 

lahir dari pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, organisasi masyarakat, komunitas peduli 

lingkungan, dan pihak lain yang memiliki kepedulian terhadap Ciliwung. Visi, misi, dan program 

pendidikan lingkungan dirumuskan melalui kajian, diskusi, serta seminar. Tahap ini dapat dibaca 

sebagai jalur top-down karena institusi menyediakan ruang organisasi, sumber daya, dan legitimasi 

awal. Namun, keberlanjutan gerakan tetap bergantung pada tindakan komunitas. 

Tahap konsolidasi awal 1990–2011 menunjukkan perluasan basis partisipasi. GCB 

menghubungkan berbagai pemangku kepentingan, melakukan kampanye publik, serta mengajak dunia 

usaha dan industri berpartisipasi pada pelestarian sungai. Jaringan, norma, kepercayaan, dan hubungan 

timbal balik dapat menjadi dasar tindakan kolektif (Pretty, 2003; Pretty & Ward, 2001). Pada tahap ini, 

prakarsa kelembagaan mulai memperoleh isi sosial melalui hubungan antarwarga dan antarkomunitas. 

Jadi, pelembagaan tidak bergerak satu arah dari lembaga menuju warga. 

Tahap revitalisasi pada 2012–2017 menjadi titik pembaruan kelembagaan setelah pencapaian 

sebelumnya dinilai belum optimal. Revitalisasi diarahkan pada penyatuan upaya berbagai pihak menuju 

Ciliwung yang bersih. Dalam perspektif ecological citizenship, tahap ini penting karena organisasi perlu 

mengikuti pengalaman komunitas dan perubahan persoalan ekologis. GCB mulai bergeser dari 

organisasi penggagas menuju rumah bersama yang memberi ruang lebih luas bagi komunitas. 

Tahap pembangunan kolaborasi bersama KPC pada 2018–2020 menjadi perubahan penting pada 

posisi GCB. GCB mulai berfungsi sebagai sebagai simpul jejaring – rumah bersama KPC dari hulu 
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Bogor hingga hilir Jakarta. Pola tersebut sejalan pada collaborative governance ketika aktor pemerintah 

dan nonpemerintah bekerja pada ruang bersama (Emerson, Nabatchi, & Balogh, 2012). Tetapi temuan 

GCB menunjukkan bahwa kolaborasi juga mempunyai sisi kewarganegaraan yakni warga memperoleh 

ruang untuk bertindak, menyampaikan pengetahuan lokal, dan mempertahankan identitas komunitas. 

Terakhir, tahap penguatan kolaborasi dan inovasi kelembagaan sejak 2021 hingga sekarang 

menunjukkan keberlanjutan praktik sosial kewarganegaraan ekologis melalui pengembangan kapasitas 

KPC. GCB tidak menyeragamkan kegiatan. KPC Bogor melakukan kegiatan bersih sungai secara rutin; 

Sahabat Sungai Depok bergerak pada edukasi water rescue, rafting, dan susur sungai; KPC Lenteng 

Agung mengembangkan susur sungai, taman, kerajinan, dan ecoprint; KPC Pejaten mengembangkan 

Sekolah Sungai; Jawara Peci Condet mengolah sampah anorganik menjadi produk kreatif; sedangkan 

Mat Peci menjalankan kegiatan bersih sungai, penghijauan bantaran, konservasi, serta penyediaan bibit 

dan tempat sampah.  

Dari keseluruhan temuan, pelembagaan GCB dapat dipahami sebagai proses artikulasi antara 

prakarsa kelembagaan dan otonomi komunitas. Pada tahap awal, lembaga menyediakan ruang; pada 

tahap berikutnya, jaringan sosial memperluas partisipasi; revitalisasi mengubah bentuk organisasi; 

kolaborasi melahirkan rumah bersama 36 KPC; dan tahap berikutnya mengembangkan inovasi berbasis 

komunitas. Ecological citizenship menjadi lebih stabil ketika praktik sehari-hari memperoleh dukungan 

organisasi tanpa kehilangan kemampuan komunitas untuk menentukan bentuk tindakan sesuai kondisi 

lokal. 

Simpulan 

Penelitian menunjukkan bahwa GCB berkembang dari organisasi lingkungan lintas sektor 

menjadi rumah bersama bagi 36 Komunitas Peduli Ciliwung (KPC) yang menghubungkan warga, 

pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, dan masyarakat. Praktik sosial kewarganegaraan ekologis 

hadir melalui GCB Ciliwung Center, pendekatan seni-budaya, program budidaya tanaman, pengelolaan 

limbah sampah, serta sekolah sungai, konservasi, dan mitigasi banjir. Proses pelembagaan berlangsung 

melalui lima tahap, yaitu pendirian, konsolidasi, revitalisasi, pembangunan kolaborasi bersama KPC, 

serta penguatan kolaborasi dan inovasi kelembagaan. GCB berperan sebagai simpul jaringan, 

sedangkan KPC mempertahankan ruang aksi sesuai kondisi lokal sehingga terbentuk hubungan top-

down dan bottom-up dalam pelembagaan kewarganegaraan ekologis. Secara teoretis, temuan tersebut 

memperlihatkan bahwa ecological citizenship bukan sekadar partisipasi warga dalam kegiatan 

lingkungan, melainkan praktik sosial sehari-hari yang menghubungkan tanggung jawab ekologis, 

tindakan kolektif, kepedulian terhadap ruang hidup bersama, dan konsekuensi publik dari tindakan 

individual. Secara kebijakan, keberlanjutan gerakan perlu diarahkan pada pengakuan terhadap KPC 

sebagai mitra pengelolaan DAS Ciliwung, pengembangan pendidikan kewarganegaraan ekologis 

berbasis komunitas, dokumentasi pengetahuan lokal, forum koordinasi hulu-tengah-hilir, serta 

pemetaan program dan dukungan sumber daya secara terbuka agar praktik kewarganegaraan ekologis 

dapat berkembang secara berkelanjutan. 
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